BAB IV
PENUTUP
A. Simpulan
Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bagian
sebelumnya, maka dapat dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Persentase keterwakilan perempuan di DPRD Perempuan Provinsi Sumatera
Barat hanya 4 orang dari 65 anggota DPRD sebesar 10,83 %. Angka ini
menurun dari pemilihan umum sebelumnya, di mana pada tahun 2014 anggota
DPRD Perempuan 6 orang dari 65 anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat,
persentase keterwakilan perempuan hanya sebesar 16,25 %, angka ini masih
jauh dari target nasional yang ditetapkan yaitu 30 %.

2. Faktor-faktor yang memengaruhi rendahnya keterwakilan perempuan dalam
lembaga legislatif di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera
Barat adalah sebagai berikut:

a. Pada faktor sosio ekonomi ini penilaian seorang laki-laki terhadap
perempuan hanya melihat dari segi penggunan rasa yang berlebih pada diri
perempuan hingga mengakibatkan tidak bebasnya ruang gerak perempuan
di dalam dunia politik.

b. Perempuan kurang tertarik dengan politik, kemudian berdampak kepada
partai politik yang akan mengikuti pemilu. Rendahnya minat perempuan
untuk menjadi pemimpin akan menghasilkan partai mengajukan calon
seadanya dengan memiliki tingat kompetisi yang rendah hal ini kemudian

menjadikan pemilu yang tidak berkualitas.
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3. Upaya-upaya yang dilakukan oleh partai politik dalam meningkatkan
keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif di Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, bahwa keterwakilan perempuan
harus dimulai dari internal partai politik itu sendiri dengan cara :

a. Membuat kebijakan internal partai politik yang memprioritaskan
keterwakilan perempuan.

b. Mengidentifikasi dan merekrut perempuan yang memiliki potensi.

c. Memberikan pelatihan dan pendampingan kepada calon anggota legislatif
perempuan.

d. Menempatkan calon anggota legislatif perempuan pada posisi strategis.

B. Saran-Saran

Berdasarkan simpulan diatas, dikemukakan beberapa saran yang

diharapkan dapat menjadi konstribusi pemikiran bagi keterwakilan perempuan di

lembaga legislatif, sebagai berikut :

1. Mempertegas pelaksanaan kebijakan kuota 30% keterwakilan perempuan di
lembaga legislatif yang merupakan indikator penting dari kesetaraan gender.
Hal ini sangat penting untuk memastikan kepentingan perempuan yang
diwakili secara merata dalam proses pengambilan keputusan di Provinsi
Sumatera Barat.

2. Agar keterwakilan perempuan di DPRD Povinsi Sumatera Barat dapat
menjadi inspirasi dan role model bagi generasi muda perempuan.
Memberikan contoh langsung seperti anggota DPRD perempuan yang aktif
terlibat dalam komunitas, hal ini dapat memberikan contoh tentang

bagaimana perempuan dapat sukses di dunia politik, dan mendukung
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pendidikan politik bagi perempuan muda.

3. Mengingat upaya-upaya Yyang dilakukan oleh partai politik dalam
meningkatkan keterwakilan perempuan belum maksimal, maka perlu
dilakukan komitmen bersama seluruh partai politik agar terpenuhinya
keterwakilan perempuan 30 %. dalam politik.

4. Agar partai politik melakukan pendekatan dan pembianaan kepada organisasi-
organisasi masyarakat seperti LKAAM, Ibu-ibu Darmawanita, Majelis Taklim

dan tokoh-tokoh perempuan di Sumatera Barat.
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